
 
 

Gubernur Jawa Barat 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
 

                                         NOMOR  : 100 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2009 
TENTANG RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM  
PENSIUN DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

 

Menimbang : 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa dalam rangka mencapai jumlah aparatur yang ideal dan 
proporsional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 
Tahun 2009 tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Melalui Program 
Pensiun Dini di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil  
melalui Program Pensiun Dini sebagaimana dimaksud pada pertimbangan 
huruf a, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 81 Tahun 2009 tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Melalui 
Program Pensiun Dini di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat; 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan 
Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2906); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1974 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3890); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
(Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4592); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun 
Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan 
Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 27); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);  

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2009 tentang 
Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pensiun Dini di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 
Nomor 54 Seri E); 

 
 

 

 

Menetapkan     : 

                                    MEMUTUSKAN : 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG 
RASIONALISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM PENSIUN 
DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. 
 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 
Tahun 2009 tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Melalui Program 
Pensiun Dini di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah  
diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 54 Seri E, diubah 
sebagai berikut : 

 

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, 
sebagai berikut : 

 

BAB VA 

PEMBIAYAAN 

Pasal 8A 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rasionalisasi Pegawai Negeri 
Sipil melalui Program Pensiun Dini, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

 

 Ditetapkan di Bandung 

 pada tanggal 15 September 2009 
2 Juli 2009. 
 

 GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

ttd 

 

 

AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung 

Pada tanggal 15 September 20092 Juli 
2009. 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA BARAT, 

 

ttd 

 

LEX LAKSAMANA 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 173 SERI E  

 


